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ABSTRAK 

 

Implementasi Pembagian Harta Waris Berdasarkan Wasiat Wajibah 

Terhadap Ahli Waris Beda Agama 

 

 

Permasalahan mengenai kewarisan semakin berkembang diantaranya mengenai  

ketentuan waris bagi ahli waris pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama 

merupakan persoalan krusial. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat 

menggugurkan hak-hak mewarisi anatara pewaaris dan ahli warisnya. Penghalang-

penghalang kewarisan atau mawâni’ al-irts terdiri dari tiga, yaitu perbudakan, 

pembunuhan, dan beda agama. Namun, ada aspek yang tidak bisa dipisahkan dari 

pelaksanaan hukum kewarisan, terutama hukum waris islam yaitu masalah wasiat. 

Wasiat merupakan salah satu kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu 

sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahi waris sesuai dengan ketentuannya 

masing-masing. Berkenaan dengan ahli waris yang secara syar’i terhalang untuk 

mendapatkan harta warisan, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh agar ahli 

waris yang terhalang secara syar‘i tersebut bisa mendapatkan harta warisan adalah 

melalui wasiat wajibah. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan 

kepada para ahli waris atau kerabat sepertalian darah dimulai dari orang tua yang 

tidak memperoleh bagian harta warisan (ghairu wâris) dari anak yang wafat karena 

adanya suatu halangan syara’. Dari pemahaman inilah berkembang teori penalaran 

hukum atas hukum wasiat hingga sampai pada penalaran tentang kedudukan 

hukumnya . terlihat bahwa beda agama merupakan salah satu penghalang 

kewarisan. Namun persoalan yang muncul kemudian adalah adanya kondisi 

sosiologis masyarakat, hakim memberikan hak waris kepada non-muslim yang 

merupakan kelompok mahrum melalui wasiat wajibah, dengan tujuan sebagai jalan 

penyelesaian sengketa waris. Beberapa tahun terakhir ini, asumsi tersebut secara 

faktual dipraktikan oleh Mahkamah Agung yang merekonstruksi wasiat wajibah 

untuk memutuskan beberapa kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dalam 

Kompilasi Hukum Islam Indonesia. 

 

Kata Kunci: Waris, Wasiat Wajibah, Beda Agama 
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BAB  I 

LATAR BELAKANG 

 

A. Pendahuluan 

Warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia, baik 

berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan, istilah 

warisan tersebut sering disebut dengan irts, mirats, mauruts, turats dan tirkah1, dalam 

kehidupan sehari-hari warisan atau biasa yang disebut dengan harta waris merupakan 

bagian penting bagi kehidupan manusia. Meskipun sangat penting, tidak jarang perihal 

harta waris ini menimbulkan masalah, untuk itu kita sebagai manusia perlu mempelajari 

segala hal tentang hukum waris. Berbicara mengenai hukum waris, hukum waris adalah 

hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang meninggal beserta akibat bagi para ahli warisnya2. Menurut pakar 

hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan 

sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah 

pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang 

lain atau ahli waris3.  

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang 

mengatur tentang hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa 

saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing4. Adapun 

unsur-unsur kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sesuatu yang harus ada 

untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan 

bila tidak ada rukun-rukunnya. Fiqih menjelaskan bahwa mewaris harus ada tiga unsur, 

yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Ketiga unsur tersebut juga dapat kita 

 
1 Ria, Wati Rahmi dan M. Zulfikar. 2018. Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan 

Kompilasi Hukum Islam, Bandar Lampung : Justice Publisher. hlm 119. 
2 Perangin, Efendi. 2018.  Hukum Waris. Depok: PT Raja Grafindo Persada. hlm 3. 
3Cermati, “Pengertian HukumWaris dan Ragam Hukum Waris” 

https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia, diakses 23 April 

2021, Jam 10.00 WIB. 
4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 
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temukan dalam Pasal 171 huruf (b), huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) Kompilasi Hukum 

Islam, dalam hukum waris juga mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta 

warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang 

maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik 

menurut undang-undang maupun surat wasiat5. Di Indonesia, Permasalahan mengenai 

kewarisan semakin berkembang diantaranya mengenai  ketentuan waris bagi ahli waris 

pengganti, anak angkat dan ahli waris beda agama merupakan persoalan krusial. 

Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menggugurkan hak-hak mewarisi 

anatara pewaaris dan ahli warisnya. Penghalang-penghalang kewarisan atau mawâni’ 

al-irts terdiri dari tiga, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan beda agama6. 

Namun, ada aspek yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan hukum kewarisan, 

terutama hukum waris islam yaitu masalah wasiat. Wasiat merupakan salah satu 

kewajiban yang harus ditunaikan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagikan 

kepada para ahi waris sesuai dengan ketentuannya masing-masing7. 

Berkenaan dengan ahli waris yang secara syar’i terhalang untuk mendapatkan harta 

warisan, maka salah satu upaya yang dapat ditempuh agar ahli waris yang terhalang 

secara syar‘i tersebut bisa mendapatkan harta warisan adalah melalui wasiat wajibah. 

Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau 

kerabat sepertalian darah dimulai dari orang tua yang tidak memperoleh bagian harta 

warisan (ghairu wâris) dari anak yang wafat karena adanya suatu halangan syara’8. Dari 

pemahaman inilah berkembang teori penalaran hukum atas hukum wasiat hingga 

sampai pada penalaran tentang kedudukan hukumnya9. 

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan, terlihat bahwa beda agama merupakan 

salah satu penghalang kewarisan. Namun persoalan yang muncul kemudian adalah 

adanya kondisi sosiologis masyarakat, hakim memberikan hak waris kepada non-

 
5 Loc.Cit. Ria, Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. hlm 4. 
6 Rofiq, Ahmad. 2015. Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 

hlm.18. 
7 Syarifuddin, Amir. 2004. Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana. hlm 280-283. 
8 Al Yasa Abu Bakar. 2008. Ahli Waris Sepertalian Darah.Kajian Perbandingan Terhadap 

Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Madzhab. Jakarta: INIS. hlm 192-193. 
9 Fahmi Al Amruzi. 2012. Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam. 

Yogyakarta: Aswaja Presindo. hlm 80. 
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muslim yang merupakan kelompok mahrum melalui wasiat wajibah, dengan tujuan 

sebagai jalan penyelesaian sengketa waris. Beberapa tahun terakhir ini, asumsi tersebut 

secara faktual dipraktikan oleh Mahkamah Agung yang merekonstruksi wasiat wajibah 

untuk memutuskan beberapa kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dalam 

Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Salah satu kasusnya adalah putusan MA No. 16 

K/AG/2010 tentang hak mewaris istri non-muslim dari suami yang beragama Islam 

melalui wasiat wajibah. Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul “Implementasi Pembagian Harta 

Waris Berdasarkan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama”. 

B. Rumusan Masalah 

Permasalahan/Isu hukum yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:  

1. Bagaimanakah kedudukan hukum terhadap wasiat menurut ketentuan hukum 

Indonesia? 

2. Bagaimanakah implementasi pembagian harta waris berdasarkan wasiat wajibah 

terhadap ahli waris beda agama? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi problem sosial, khususnya yang berkaitan 

dengan pihak yang menganggap wasiat yang diiringi pembagian harta warisan terutama 

untuk ahli waris beda agama sesuai dengan tujuan ilmu hukum yang memberikan 

keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 

 

D. Urgensi Penelitian 

Adapun urgensi penelitian ini adalah sebagai landasan di dalam membuat kebijakan-

kebijakan dalam upaya mengatasi perwasiatan sehingga tidak mencegah semakin 

meningkatnya perkara diperadilan untuk praktisi, akamdemisi dan masyarakat di Kota 

Bandar Lampung. 
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BAB  II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Hukum Perwasiatan 

Dasar hukum wasiat ialah Al-Qur’an surat Q.S. 2 (Al-Baqarah) : 180 dan Q.S. 

5 Al-Maidah : 106, ialah: 

Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 180 : 

Artinya : “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan 

(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak berwasiat untuk 

ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (inilah) kewabjiban atas orang 

yang bertaqwa”. 

Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 106 : 

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) 

kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua 

orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di 

bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi 

itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu 

ragu-ragu, "Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan 

sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami tidak menyembunyikan 

kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-

orang yang berdosa." 

Wasiat artinya pesan dari orang yang hidup kepada orang lain yang hidup 

tentang sesuatu yang harus dilaksanakan olehnya setelah pemberi pesan itu 
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meninggal dunia. Wasiat telah sah disampaikan oleh seseorang, meskipun hanya 

secara lisan tanpa tulisan karena hukum dasar perwasiatan memang dengan lisan.10 

Kedudukan pelaksanaan wasiat lisan ini sebagaimana implementasi 

ijtihadiyah al-maslahah al-mursalah terhadap ketentuan hukum Islam yang belum 

secara rinci mengatur pembagian wasiat lisan dalam peristiwa harta waris. Dari segi 

bahasa, kata al-maslahah adalah seperti lafaz al-manfa’at , baik artinya maupun 

wazan-nya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan 

kalimat al-salah seperti halnya lafaz al-manfa’at sama artinya dengan al-naf’u. Bisa 

juga dikatakan bahwa al-maslahah itu merupakan bentuk tunggal dari kata al-

masalih. Sedangkan arti dari manfa’at sebagaimana yang dimaksudkan oleh 

pembuat hukum syara’ (Allah SWT) yaitu sifat menjaga agama, jiwa, akal, 

keturunan, dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara Pencipta dan 

makhlukNya.11 

Prof. Dr. Rachmat Syafe’i dalam bukunya yang berjudul ‚Ilmu Ushul Fiqh12 

menjelaskan arti maslaah al-mursalah secara lebih luas, yang ringaksnya 

merupakan suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau 

untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan maslahah al-

mursalah. Tujuan utama maslahah al-mursalah adalah kemaslahatan, yakni 

memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya. 

Keberlakukan hukum wasiat secara lisan diatur pada Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 195 ayat (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau 

tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris. Berdasarkan ketentuan 

tersebut secara hukum memberikan kepastian bagi berlakunya wasiat secara lisan 

kedudukan hukum wasiat secara lisan dalam Kompilasi Hukum Islam yang 

memiliki kepastian hukum ditunjukkan dengan tercantum peraturan-peraturan yang 

mengatur mengenai wasiat. Subtansi yang diatur adalah subjek, objek, serta 

 
10Ahmad Bisyri Syakur,  Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam 

Dilengkapi Hibah dan Wasiat. Jakarta :VisimediaPustaka, 2015, hlm. 95 
11 http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf 
12 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqh (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 117. 

Dikutip dalam http://digilib.uinsby.ac.id/13226/5/Bab%202.pdf 
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pelaksaan dari wasiat secara lisan tersebut. Pengaturan tersebut diharapkan dapat 

menjadi pedoman bagi para pewasiat dan penerima wasiat agar dapat memenuhi 

syarat-syarat yang  telah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya 

mengenai wasiat secara lisan yang hanya ditemukan pengaturannya dalam 

Kompilasi Hukum Islam. 
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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian 

perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan 

hukum tertentu.  

Di dalam penelitian dilakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah 

hukum di dalam penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat menghasilkan 

relatifitas antara peraturan, teori, dan pelaksanaan perwasiatan dan waris dalam 

masyarakat. 

Tipe penelitian yang akan dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yuridis 

yang kemudian diperjelas dari keseluruhan data yang akan diperoleh dari penelitian. 

Pengolahan data dilakukan dengan cara:  

a. Seleksi data yaitu melakukan pemeriksaan dan penelitian kembali terhadap 

data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya 

dengan permasalahan. 

b. Klasifikasi data yaitu mengelompokkan data yang telah diseleksi menurut 

pokok bahasan yang telah ditetapkan sebelumnya serta disesuaikan 

dengankerangka pikir sehingga diperoleh gambaran yang logis tentang 

pemahaman masalah. 

c. Penyusun data yaitu menempatkan data yang telah diperoleh pada setiap pokok 

bahasan dengan menyusun secara sistematis sehingga mempermudah dalam 

pengolahan dan analisis data. 
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d. Pemeriksaan data (editing), yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul 

sudah lengkap, benar dan sesuai dengan masalah. 

e. Rekonstruksi data (reconstructing), yaitu menyusun ulang data secara teratur, 

berurutan, dan logis sehingga mempermudah untuk dipahami dan 

diinterpretasikan. 

f. Sistemasi data (systematizing), yaitu menetapkan data menurut kerangka 

sistematika bahan berdasarkan urutan masalah. 

Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, 

yaitu penelitian yang mengacup ada norma hukum yang terdapat dalam peraturan 

perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam 

masyarakat.13Analisis secara kualitatif juga menguraikan data secara bermutu 

dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif 

sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, kemudian 

ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari 

permasalahan yang dibahas14 yaitu, kedudukan hukum wasiat dalam waris, 

pelaksanaan wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama. 

B. Diagram Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   13 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, SinarGrafika, Jakarta, 2011, hlm. 105. 

 14Abdulkadir Muhammad,HukumPerdata Indonesia, Pt.CitraAdityaBakti, Bandung,2010, 

hlm. 127. 

Hukum Keluarga 

Peristiwa Perwasiatan 

Wasiat Terhadap Ahli 

Waris Beda Agama 

Peristiwa Pewarisan 

Pelaksanaan Wasiat 

Wajibah 

Akibat Hukum 
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Berdasarkan bagan singkat tersebut akan menguraikan pembahasan penelitian 

diawali dari inventaris bahan hukum dan disusun sedemikian rupa dengan metode 

penelitian normatif (mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada), selain itu tidak 

hanya bahan hukum yang bersifat stagnan normatif/membaca aturan saja, tetapi 

dikaitkan dengan data lapangan yang ada yang bisa diakses bebas di intansi terkait 

Putusan Pengadilan, Naskah Akademik, dan Hasil Kajian Artikel Ilmiah topik 

berkenaan dengan peristiwa mewaris dan perwasiatan , dan tentunya dilihat dari 

proses yang sudah terjadi saat ini, yang pada akhirnya dikerucutkan menjadi isu 

hukum/rumusan masalah yang menjelaskan hasil analisa terjadinya implementasi 

wasiat wajibah bersamaan dengan pembagian harta waris, terhadap ahli waris beda 

agama. 
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BAB IV  

RENCANA ANGGARAN BIAYA DAN JADWAL PELAKSANAAN 

1. Rencana Anggaran Biaya 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian Terapan Universitas Lampung 

Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut: 

No. Komponen Presentase (Max) 

1. Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian 25% 

2. Biaya Perjalanan Penelitian 15% 

3. Alat Tulis Kantor/Bahan Habis Pakai 20% 

4. Laporan/Diseminasi/Publikasi 40% 

Rencana Anggaran Biaya disesuakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022. 

 

Adapun Rincian Rencana Penggunaan Anggaran sebagai berikut:  

 

1. Pengadaan Alat dan Bahan Penelitian  

No. Uraian Jumlah Satuan Total Biaya (Rp) 

1 Media Recording 2 buah 500.000 1.000.000 

2 Flash Disk 2 buah 250.000 500.000 

3 Tonner Tinta 3 buah 250.000 750.000 

4 Cartridge Tinta 5 buah 500.000 2.500.000 

5 Paket Data Internet 6 paket 250.000 1.250.000 

6 Sewa Kamera 2 buah 250.000 500.000 

7 Sewa Printer  2 buah 250.000 500.000 

8 Sewa Laptop 2 buah 625.000 1.250.000 

9 Hardisk Eksternal 2 buah 1.000.000 2.000.000 

 Jumlah   10.000.000 

  

2. Biaya Perjalanan 

No. Uraian Jumlah Satuan Total Biaya (Rp) 

1 Sewa Kendaraan 5 kali 800.000 4.000.000 

2 Akomodasi Pencarian 

Data 

4 orang 500.000 2.000.000 

 Jumlah   6.000.000 

 

3. Alat Tulis Kantor/Barang Habis Pakai  

No. Uraian Jumlah Satuan Total Biaya (Rp) 

1 Cetak Bahan Soft Copy 40 eks 37.500 1.500.000 

2 Kertas A4 2 box 250.000 500.000 
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3 Fotokopi 25 eks 50.000 1.250.000 

4 Pengadaan Literatur 50 buah 55.000 2.750.000 

5 Penjilidan 10 eks 30.000 1.000.000 

 Jumlah   8.000.000 

 

4. Laporan dan Diseminasi/Publikasi  

No. Uraian Jumlah Satuan 

(Rp) 

Total Biaya (Rp) 

1 Penggandaan Proposal 5 eks 200.000 1.000.000 

2 Penggandaan Laporan 6 eks 200.000 1.200.000 

3 Penyusunan Laporan 

Keuangan 

6 eks  250.000 1.500.000 

4 Pengadaan Diseminasi 2 kali 3.000.000 6.000.000 

5 Biaya Penulisan Artikel 1 paket 1.500.000 1.000.000 

6 Biaya Translate Artikel 1 paket 1.800.000 1.300.000 

7 Biaya Submit Artikel 1 paket 4.000.000 4.000.000 

 Jumlah   16.000.000 

 

Total Biaya Point 1+2+3+4 = Rp. 40.000.000,- 

 

2. Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal kegiatan Penelitian Terapan ini direncanakan akan berlangsung selama 6 

(enam) bulan yang akan mengikuti timeline sebagai berikut: 

No. Kegiatan Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 

1 Persiapan/penyusunan proposal/rencana kegiatan       

2 Pengumpulan bahan hukum       

3 Pengumpulan data lapangan       

4 Turun Lapang/FGD       

5 Penyusunan Laporan Kegiatan       

6 Penyusunan Draft: Policy Brief, naskah akademik, 

Jurnal dan Submit  
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Bulan Pertama dan 
Kedua:

- Penyusunan Proposal

- Pengumpulan Bahan 
Hukum

Bulan Ketiga dan 
Keempat:

- Pengumpulan Data 
Lapangan

- Turun Lapangan 
dan/atau FGD

Bulan Kelima dan 
Keenam:

- Penyusunan Laporan 

- Publikasi Kegiatan

ROAD MAP KEGIATAN 

 

Uraian Dasar Pelaksanaan Kegiatan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengajuan, Review Perbaikan, 
Inventaris Awal Bahan Riset

Inventaris data lapangan, sharing 
diskusi dengan narasumber (bila 
perlu), dan FGD/Monev internal

Dokumentasi hasil kegiatan, 
Penyusunan Lapioran kegiatan dan 

keuangan, presentasi/Conference, dan 
Publikasi
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